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MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDOMESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONIESIA

NOMOR 216 /PMK.07/2012
TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HIASH, SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN

Menimbang

Mengingal

PANAS BUM! TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b.

b

MENTERI KIEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal 27
ayal (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (elah ditetapkan Peraturan
Menteri  Kcuangan Nomor O1/PMK.O7/2012  tentang,
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Al
Pertambangan Panas Bumi  Tahun  Anggaran 2012
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 186/PMK.07/2012;

bahwa scsuai dengan Keputusan Mentert Encrgi dan
Sumber Daya Mincral Nomor 2300 K/80/MEM/2012
tentang  Penctapan  Dacrah Penghasil  dan Dasar
Penghitungan Bagian Dacrah Penghasil Pertambangan
Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak DBumi dan
Gas Bumni untuk Tahun 2012 dan berdasarkan hasil
rckonsiliasi  perhitungan  realisast  penerimaan  scrta
realisasi  penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam  Pertambangan  Panas  Dunu sampar dengan
Triwulan 1V Tahuan Anggaran 2012, perlu dilakukan
penyesuaian alokasi Duna Bagi Hasil Sumber Daya Aliun
Pertambangan Panas Bunt;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimatn
dimalkstud dalam hurul @ dan hurai b, perhumenetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi
Hasil Sumber Dava Alam Pectambuangan Panas Buni
Tahun Anggaran 2012;

Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2004 tenlang,
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Momor 22 Tabun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanjo Negara Tahun Anggaran 2012
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tabue . 201
Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5254) sebhagaimana telah dinbah dengan
Undang-Undang Momor 4 Tahuun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Eepublik Indonesta Nomor 5303}
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Neeara
Republik Indonesia Nomor 4575);

4. Peraluran Menteri Keuangan Nomor O1/PMK.07 /2012
tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Angearan 2012
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 186/PMK.07/2012;

o.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012
tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Transler ke Daerah;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMEK.07/2012

tentang Pengalokasian Anggaran Transler Ke Dacrali;
MEMUTUSIKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOIKASI DANA
BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS
BUMI TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBEH SDA)
Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012 untuk
masing-masing daerah didasarkan atas realisasi penerimaan
SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012,

Pasal 2

(1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pertambangan Panas Bumi secbagaimana  dimaksud
dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp601.709.020.134,00
(enam ratus satu miliar tujuh ratus sembilan juta dua
puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

(2) Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya  Alaim
Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012 untuk
dacrah  provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana
lerecantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidalk
lerpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 3

(1) Penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tabun
Anggaran 2012 Triwulan 1V didasarkan atas selisih antara
realisasi penerimaan SDA Pertambangan Panas Bumi
Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Triwulan 1V dengan
recalisasi penyaluran DIBH SDA  Pertambangan Panas
Bumi Tahun Anggaran 2012 Triwulan I sampai dengan
Triwulan III.

(2) Penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun
Anggaran 2012 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pagu alokasi DIBH SDA Pertambangan Panas
Bumi Tahun Anggaran 2012 tidak mencukupi kebutuhan
penyaluran atau realisasi melebihi pagu, Pemerintah
menyalurkan DBH SDA Pertambangan Panas Bumi
Tahun Anggaran 2012 berdasarkan recalisasi penerimaan
SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pecraturan  Menleri  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal
diundangkan.

Agar  setiap  orang mengela huinya,  memerintahkan
pengundangan F‘elaturan Meateri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2012
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONIESIA,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOUO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAIK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAFMUN 2012 NOMOR 1302
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIROQ' UMUM
u b

KEPALA AGIAN T. U IxEM]"N'I ERIAN

A
GIA '?’I‘Oi :
NI? 195904 20 1 9840'7 1001
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI REUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR y
NOMOR 216/PMK.07/2012
ALOKAS! DANA DBAGE HASIL SUMBER DAYA
PERTAMBANGAN PANAS IBUMI TAHIUN ANGGARAN 2012

SIERTEN] KEVAMGAN
FHE UL INDOMEGIA

ALOKASI DANA BAGI HABIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMIBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2012

(didoan rupiah)

ALAM

No PROVINSH/ KABUPATEN/KQTA TOTAL
R 5 - S
] JAWA BARAT 601.709.020. 134 |
_ | Provinsi ) 120.341.804.028
1 |Kabh, Bandung 105.298.055.081
2 {Kab. Bekasi 0.627.5311.322
3 [Kab. Bogor 53.161.213.824
4 1 Kab, Cianis 9.627.311.322
5 {Kals. Cianjur Y.6.27.344.322
6 |Kab. Circbon 9.627.344.322
7 Kab. Garul 65.557.030.347
T 8 [Kab, Indriunayu 9,627.344.322
4 1 Kab, Karawang, _ 9.627.314.322
1 |Kab., Kuningan ' ) 9.(‘127.3(1_7'!.‘&’»%’_}_
L1 [Kab, Mujalengka 9.627 344322
12 [Kab. Purwakarta 9.6G:27.314.322
13 {Kab. Subang 9.627.314.322
14 {Kalx Sukaluni 45.549.241.770
15 P Rab., i’:;';.lm:tl:ul;; --.‘------ 9.(1’.?.7'.1,’:44.:.'-i?.?."
'l( -ki.abt.'.}‘asiknmluya o 9.627.3441.322
"7 Nota Bandung 9.627.314.322
18 |Kota Bekasi 9.627.344.321
19 {Kota Bogor ©9.627.544.522
20 |Kota Cirehon . 9.027.344.322
21 [Kota Depalk 9.627.344.322
5.2 Kota Sukabumi 9.627.314.322
23 |Kota Cimahi - 9.627.344.322
24 [Kota Tasikmalaya 9.627.344.322
25 |Kota Banjar * 9.627.344.322
26

9.627.344.3222

Kah, Bandung Barat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONISSIA,

trl.

AGUS D.W. MARTOWARDOIG

REPALA BAGIAN T U. KEMENTERIAN

GIARTOS
NMIP 1959020198402 1001



